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6 FZPLUASAY SIDI KE DAERAH BARU

Helodologi [Merliuasan 3iDi

Dalam Bab I! dikemukakan bahwa banyak faktor yang turut menen-
tukan kejadian krisig pangan di suatu daerah. Penyebab krisis pa-
ngan dapat berbeda antara suaty daerah dengan daerah lain. Karena
1tu usaha pemecahan masalah krisis pangan dapat pula berbeda. Bahkan
untuk daerah yang sama kegiatan penanggulangan yang diperlukan dapat
berbeda pada wakty yang berlainan. Begitu pula indikator yang digu-
nakan untuk peraralan dan pengamatan situasi pangan dan gizi pendu-
duk, waktu yang tepat untuk pengqunaan masing-masing indikator dapat
berbeda antar daerah, karena keadaan dan situasi daerah yang berbeda
dalam banyak hal. Karena itu SIDI yang diterapkan di suatu daerah
tidak dapat begitu saja dialihkan ke daerah lain tanpa ada penyesu-
aian terutama kalau situasi dan pola pertanian masyarakat berbeda.

Di lain pihak banyak pula terdapat Pérsamaam-persamaan antara °
daerah yang saty dengan yang lain. Perbedaan utama yang mungkin
terdapat ialah pada komponen indikator untuk peramalan dan pengamat-

an serta komponen tindakan penanganan masalah.

Dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu SIDI
untuk suatu daerah harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi da-

erah yang bersangkutan.

Buku pedoman perumusan SIDI yang dibicarakan dalam Bab Il di-
maksudkan agar pengelola SIDI di tingkat propinsi dapat merumﬁskan
sendiri SIDI untuk kabupaten yang memerlukan dj daerahnya. .Pedoman
perumusan SIDI tersebut memuat petunjuk tentang langkah-langkah dan
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan serta metodologi yang diguna-
kan untuk merumuskan SIDI. Selain ity pedoman tersebut memuat pula
petunjuk umum untuk menyusun penuntun pelaksanaan sistem. Dimaksud-
kan dengan menggunakan buku pedoman perumusan SIDI, perluasan SIDI
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SIDI dapat dilakukan dalam waktu relatif lebih cepat dan tim SKPG di
propinsi-propinsi dapat melakukan perluasan SIBI ke daerah-daerah

rawan vanag memerlukannya.

Melalui buku pedoman perumusan SIDI tersebut dapat  terlaksana
pengalihan kemampuan pembangunan SIDI ke daerah-daerah, dan  dengan
demikian peranan teknis lembaga penelitian dan tingkat pusat semakin
mengecil dalam perluasan SIDI. Di samping itu dengan pemahaman pro-
ses pengembangan sistem, pengelola SIDI di propinsi dapat pula mela-
kukan penyesuaian atau perubahan yang diperiukan karena perubahan
situasi seperti penyesuaian atau penambahan indikator dan lain-lain.
Dalam pelaksanaan SIDI di berbagai daerah, akan selalu dihadapi mas-
alah-masalah atau hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar sistem
selalu berjalan lancar.

Di antara masalah-masalah tersebut ada yang pemecahannya memer-
Jukan penelitian, khususnya penelitian operasional. Kalau SIDI su-
dah meluas ke banyak daerah, masalah-masalah yang dihadapi tidak
mungkin lagi diatasi hanya oleh lembaga penelitian di tingkat pusat
seperti yang dilakukan Puslitbang Gizi pada tahap-tahap awal pengem-
bangan SIDI. 0leh karena itu untuk membantu tim SKPG propinsi dalam
kegiatan penelitian operasional perlu dimanfaatkan potensi yang ada
di daerah sendiri, yaitu perguruan tinggi setempat. Pemanfaatan po-
tensi yang ada di perguruan tinggi setempat dilakukan seawal mungkin
dengan melibatkan perguruan tinggi setempat dalam pengembangan SIDI
di daerah, melalui kerjasama dengan tim SKPG tingkat propinsi. Agar
perguruan tinggi setempat dapat menjalankan fungsinya sebagai pendu-
kung pengembangan SIDI di daerah, kemampuan teknis yang berkaitan
dengan SKPG perlu dikembangkan di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Pengalaman dan kemampuan yang ada di Puslitbang Gizi dalam pengeﬁ—
bangan SKPG dan di IPB dalam penelitian operasional untuk menunjang
pengembangan SIDI, periu dialihkan melalui kerjasama penelitian dan
latihan khusus. Dengan keikutsertaan perguruan tinggi setempat se-
menjak awal pengembangan SIDI di daerah, perguruan tinggi  setempat
dapat menjadi tulang punggung bagi tim pengelola SKPG di propinsi. Per
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guruan tinggi setempat dapat menunjang dalam segi teknis dan peneli-
tian operasional dalam pengembangan dan pemantapan SIDI dan pengem-
bangan lebijh lanjut menjadi SkpPg yang lebth luas.

SIDI pada akhirnya merupakan bagian integral dari upaya peningkatan
Pangan dan gizi di daerah yang tidak teriepas dari upaya pembangunan
daerah. 0leh karena Ttu pengembangan dan pengelolaan SIDI menjadi
bagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka men-
cegah kejadian krisis Pangan di daerah-daerah rawan di wilayahnya.

Namun untuk kelancaran pelaksanaan sistem dj daerah-daerah pe-
ranan pengelola SKPG dan berbaga i departemen dan instansi di tingkat
nasional turut menentukan. Dukungan dari departemen-departeien dan
instansi-instansi di tingkat pusat baik teknis maupun administratif
sangat penting artinya bagi kelancaran pelaksanaan SIDI dj daerah-
daeran. Setelah penelitian dan pengembangan SIDI berupa proyek pe-
manduan berakhir, sementara inj tanggung jawab pengelolaan dan per-
Tuasan SIDI ke daerah-daerah bary dialihkan dari Badan Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan kepada Direktorat Gizi, Yang ada Direkto-
rat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan.
Dalam melakukan tugas pengelolaan dan perluasan SIDI, Direktorat Gi-
Z1 dalam segi teknis dan penelitian-penelitian yang diperlukan di
tingkat pusat ditunjang oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi
serta perguruan tinggi (1PB). Pengelolaan SID] yang dalam tahun-
tahun mendz tang akan dikembangkan ke arah SKPG yang lengkap, memer-
Tukan koordinasi yang lebih mantap di tingkat pusat.

Strategi Perluasan SIDI ke Daerah Baru

Sepertj dibicarakan dalam Bab terdahulu, SIipi di Lombok Tengah
dimulai dengan kegiatan penelitian dan pengembangan. Setelah sistem
untuk kabupaten Lombok Tengah divumuskan dan dilakukan uji coba,sis-
tem ini selanjutnya dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah. De-
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ngan langkah-langkah yang sama SIDI dikembangkan di Kabupaten Boyo-~
lali, Jawa Tengah. Di kedua daerah, péranan tim SKPG Pusat Peneli-
tian dan Pengembangan sangat besar pada tahap awal. Baru pada tahap
pelaksanaan sistem, dimulai dengan peranan daerah sendiri. Namun ta-
hun pertama pelaksanaan SIDI secara operasional, peranan tim SKPG
dari Puslitbang Gizi masih cukup besar terutama dalam latihan-latih-
an tenaga pelaksana di berbagai tingkat sampai ke desa serta melaku-
kan motivasi agar kegiatan berjalan lancar. Peranan tim SKPG Pusat
Penelitian dan Pengembangan Gizi yang besar di dua daerah, disebab-
kan kedua daerah tersebut adalah daerah pengembangan pertama. Di la-
in pihak, proses ini berakibat peranan tingkat propinsi dalam segi
teknis jadi berkurang. Menyadari hal ini, setelah pelaksanaan ope-
rasional SIDI di tingkat kabupaten sepenuhnya dilaksanakan,maka per-
Tu upaya meningkatkan kemampuan teknis di tingkat propinsi. Pening-
katan kemampuan diarahkan pada perumusan sistem, pemantapan organi-
sasi dan sistem, dengan tujuan agar selanjutnya tim SKPG tingkat
propinsi mampu mengelola dan melakukan perluasan SIDI ke daerah-da-

erah baru. _

Berdasarkan pengalaman di kedua propinsi, pendekatan perluasan
SIDI ke propinsi Bali dimulai dengan peranan tingkat propinsi semen-
jak awal. Langkah pertama ialah pembentukan tim SKPG oleh tingkat
propinsi dengan surat keputusan Gubernur/KDH dalam BPGD yang sudah
ada. Keikutsertaan perguruan tinggi setempat juga dimulai dari ta-
hap awal, dengan mengikutkan wakil-wakil dari Universitas Udayanan
dalam tim SKPG propinsi.

Peranan tim SKPG Puslitbang Gizi dalam tahap awal dalam pengem-
bangan SKPG di Bali jalah mempersiapkan pedoman perumusan pengembang
an SIDI dan kemudian memberikan penjelasan teknis pada tim SKPG pro-
pinsi tentang isi pedoman tersebut melalui diskusi-diskusi yang khu-
sus diadakan untuk itu selama 3 hari. Kegiatan-kegiatan selanjutnya
dilakukan oleh tim SKPG propinsi. Tim SKPG Pusiitbang Gizi hanya
memberikan bantuan atau masukan teknis se]aﬁa kegiatan tim propinsi
berjalan atas permintaan dari anggota tim propinsi. Bagi tim SKPG
Puslitbang Gizi pendekatan pengembangan SIDI seperti dikemukakan di



itas re',fakan uit coba ~Zn39unaan pedoman perumusan SIRT untuk pe-
“gembéar - SIDI ¢i daerz- Saru.  Oieh karena ity bersamaan dengan ke
ilatan-<zziatan tip SKPG zroninsi Bali, tim syor - Tithang 0izd omeo
akukar rzaiatan evalua:? berkaitan dengan pengqunaan pedoman pery-
“usan cz- uengembangan SI0] tersebut dengan tujuan untuk  menyempuyr-
iakannyz.  Pedoman ini terguna selanjutnya dj daerah-daerah pengem-
2angan yzrg lain di tahun-tahun mendatang. Dalam perluasan SIDI ke
daerah-cz=rah baru, baik di dalam Propinsi, maupun ke daerah propin-
51 baru, zrioritas diberikan pada daerah-daerah rawan. Oleh karena
‘tu perl. cedoman bagi kriteria daerah-daerah perluasan SIDI.  Pada
ikhir ta~.n 1982 telah disusun oleh suatu tim Tintas sektor suaty
Peta daerzn rawan atag instruksi Presiden. Dalam peta tersebut di-
‘dentifivzsi 12 Propinsi yang digolongkan rawan karena di dalamnya
terdapat szluruhnya sejumlah /1 kecamatan rawan berat, 117 kecamatan

rawan rincen.

Sekaipun untuk keperTuan perluasan SIDI, peta tersebyt masih
serlu penyempurnaan pemetaan yang sudah ada digunakan sebagai peéo—
man bagi cenentuan daerah prioritég perluasan SIDI yang akan dilaku-
xan secara bertahap dalam PELITA IV mendatang, agar benar-benar mem-
berikan gambaran yang sesuai dengan tingkat kerawanan pangan dan gi-
21 daerah /3ng bersangkutan. Dalam penyempurnaan ini perguruan
tinggi setempat dapat berperan. Perluasan SIDI dalam wilayah pro-
pinsi ke kabupaten-kabupaten 1ain merupakan wewenang dan tanggung ja
wab pemerintah daerah propinsi yang bersangkutan. 0Oleh Karena 1itu
unit SKPG propinsj diharapkan dapat melakukan sebagian besar kegiat-
an perluvasan ini. Unit SKPG yang ada di propinsi harus dapat mena-
ngani hal-hal berikut :

1. Menyusun rencana tentang kabupaten—kabupaten yang memerlukan
SIDI, menyusun urutan prioritas dan penjadwalan waktu sesuai
dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.

2. Melakukan pendekatan-pendekatan ke tingkat kabupaten dalam
Upaya memotivasi dan mempersiapkan tingkat kabupaten  untuk
melaksanakan SIDI.
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3. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk perumusan SIDI kabupaten
aan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya dengan pergurﬁan
19 nqqi cetemnat .

4. Melaksanakan Tatihan-latihan bagi pelaksana-pelaksana SIDI
di tingkat kabupaten dan kecamatan agar sistem berjalan.

5. Melakukan kegiatan bimbingan dan memberikan bantuan teknis
dalam kelancaran SIDI di kabupaten-kabupaten.

6. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan teknis yang diperlukan
untuk membantu SIDI di kabupaten dengan Direktorat Gizi,
Puslitbang Gizi, IPB, dan perguruan tinggi setempat.

Periuasan SIDI ke kabupaten baru sudah dimulai di propinsi-
propinsi Nusa Tenggara Barat ke kabupaten Lombok Timur dan oleh pe-
merintah daerah propinsi sudah ditetapkan perluasan selanjutnya ke
kabupaten Lombok Barat. Di propinsi Jawa Tengah, kabupaten kedua
setelah Boyolali ialah kabupaten Pekalongan yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah daerah sebagai daerah perluasan.

Dalam berbagai pertemuan kerja di tingkat pusat telah dise-
pakati bahwa perluasan SIDI ke propinsi baru hendaknya dilakukan se-
cara bertahap. Namun pada akhir PELITA IV, SIDI sudah dapat dilak-
sanakan di 12 propinsi yang digolongkan sebagai daerah rawan menurut
pemetaan daerah rawan disebutkan di atas.

Dalam tahun anggaran 1983/1984 perluasan SIDI ke propinsi baru
akan mencakup Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur.  Pengalaman
. selama mengembangkan SIDI di kabupaten Lombok Tengah dan éoyu31a1i,
menunjukkan bahwa pada tahap-tahap pertama pelaksanaan $IDI di kabu-
paten banyak masalah-masalah teknis dan operasional dihadapi oleh
pelaksana-pelaksana SIDI di berbagai tingkat. Pada masa-masa ini pe
ranan supervisi dari tingkat di atasnya sangat memegang peranan pen-
ting terhadap kelancaran pelaksanaan sistem. Bimbingan teknis se-
cara langsung di tingkat kabupaten dan kecamatan dari tingkat pro-
pinsi akan sangat membantu pelaksanaan sistem, baik dalam pengolah-
an, analisis serta pelaporan data indikator, maupun yang menyangkut



~=2tatan pemanfaatan informasi untuk intervensi.

Demikian pula nada tahap-tahap persiapan untuk formulasi sistem
iyl piopinn. ddn pUNGOGanizasian Libil o di dadrain kabupailen
“:ru, bantuan teknis dari pengelola SIDI di tinqkat nasional sancat
22nting. Bimbingan teknis pada awal pengembangan SIDI di prapinst
zzru diperlukan lebinh banyak dan teratur. Peranan Direktorat Gizi
:ebagal unit pengelola SIDI di tingkat pusat sangat penting dalam
~engkoordinasikan kegiatan bimbingan yang diperlukan berbagai denar-

Temen yang bersangkutan.

Dalam perluasan SIDI ke daerah baru, masalah-masalah vang diha-
2zpi daltam pelaksanaannya perlu diatasi secepat mungkin. Peranan pe-
~elitian operasional untuk menjaga kelancaran sistem dan kelestarian
sva akan sangat penting. Namun perlu diidentifikasi oleh tim pelak-
sana SIDI, masalah-masalah mana yang memerlukan senelitian dan mana
«#2ng tidak. Jika ternyata penelitian operasional diperlukan, adalah
tugas tim pengelola SIDI di tingkat propinsi untuk mengusahakan agar
senelitian yang diperlukan dapat terlaksana baik melalui bantuan
serguruan tinggi setempat atau dari tingkat pusat jika diperlukan.
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